BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR Z4. TAHUN 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa peta jabatan merupakan bagian penting dari

Manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk
memberikan gambaran struktur organisasi, kebutuhan
pegawai dan distribusi pegawai secara proporsional;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan

. dan/atau kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, maka dalam penataan jabatan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu menetapkan peta
jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tcntang Pcta Jabatan di Lingkungan Pcmcrintah
Kabupaten;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856},

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Undang Fe



10.

11.

Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7030);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB.F..'




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.
4.

10.

11.

(1)

(2)

(1)

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu organsiasi Negara.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
organisasi Negara.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut ANJAB adalah
proses, metode, dan teknik untuk mendapatakan data
jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.

Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah
suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematik
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas
dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
dalam menentukan nomenklatur jabatan dan menentukan
kebutuhan pegawai bagi Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar penyusunan
kebijakan kepegawaian, perencanaan kebutuhan dan
penempatan ASN serta sebagai pedoman penentuan rantai
supervisi sesuai dengan kelas jabatan pada perangkat
daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
PETA JABATAN

Pasal 3
Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan
pimpinan tinggi, Jabatan administrasi dan Jabatan
Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi
dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi.

(2) Peta ./




(2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi tentang susunan nomenklatur Jabatan pimpinan
tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, Jabatan
Fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah, informasi
kelas jabatan, serta persediaan dan kebutuhan ASN.

(3) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil ANJAB dan ABK
serta penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana.

(4) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA
Pasal 4
Setiap ASN yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 53), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2023 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Owewbe 2025

BUPATI MUSI RAWAS,
dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, & Obewbes 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR .3%




